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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
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Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain)”

“You can turn off the sun but i’m still gonna shine” (Jumiati Alim, S.H., M.H)

“ Kesuksesan bukanlah milik mereka anak orang kaya tapi kesuksesan adalah
milik kita semua yang selalu berdoa, berjuang, dan pantang menyerah demi
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ABSTRAK

Nama : Amah Maria Rabeckha

NIM  02011181722095

Judul  : Perlindungan Hukum Terhadap DebiturYang Kendaraannya
Diambil Paksa Oleh Perusahaan Leasing.

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu, mengenai
perlindungan hukum terhadap debitur yang kendaraannya diambil paksa oleh
leasing. Kemudian dijabarkan dalam sebuah rumusan masalah yaitu (1)Apa
penyebab terjadinya pengambilan paksa kendaraan oleh perusahaan leasing.
(2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang kendaraannya
diambil paksa perusahaan leasing.Berdasarkan permasalahan yang sudah
dibahas maka dapat disimpulkan bahwa :

1) Perlindungan hukum terhadap nasabah kredit/leasing kendaraan yang
diambil paksa yaitu pihak leasing tersebut yang menggunakan jasa debt
collector dapat dikenakan tindak pidana Pemerasan dan Ancaman Pasal 368
dan Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP. 2) Berdasarkan penjelasan
diatas, jika memang perjanjian yang sudah dibuat oleh nasabah kredit/leasing
belum didaftarkan jaminan fidusia, atau kantor pendaftaran fidusia belum
menerbitkan ataupun menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada
perusahaan leasing, maka tindakan penarikan kendaraan sepeda motor secara
paksa yang dilakukan oleh pihak leasing tersebut tidak dapat dibenarkan.
Akan tetapi, terkait hutang atau biaya angsuran yang masih dimiliki oleh
nasabah tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. 3)Langkah
penyelesaian permasalahan yang dapat ditempuh oleh nasabah.

Kata Kunci : Perlidungan Hukum, Debitur, Leasing

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu,

Rd.Muha}nrﬁad Ikhsan, S.H.. M.H. Vera Novianti, S.H.. M.Hum.
NIP. 196802211995121001 NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
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Xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang sangat modern ini, kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dengan
adanya era globalisasi ini sehingga segalanya dapat lebih mudah dan praktis.Salah
satu yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat yaitu alat
transportasi guna mempermudah segala aktivitas termasuk aktivitas kerja, sekolah,
bahkan dapat membantu mempermudah masyarakat untuk berdagang. Dengan
dibutuhkannya kendaraan atau alat transportasi banyak masyarakat yang memilih
untuk mengajukan pinjaman kredit dilembaga pembiayaan agar cepat untuk
mendapatkan kendaraan, karena beranekaragamnya bentuk kebutuhan masyarakat
ini sehingga dapat menimbulkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang
bersangkutan.*

Saat ini sudah banyak sekali ditemukan lembaga pembiayaan yang memberikan
kredit dengan bunga yang terbilang kecil dan menggunakan sistem jaminan apabila
jika debitur tidak dapat membayar angsuran dengan tepat waktu maka kendaraan
tersebut dapat diambil kembali. Lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar
dibeberapa kota saja tapi lembaga pembiayaan ini sudah tersebar dikota kecil juga

disemua daerah termasuk daerah pelosok di Indonesia. Hal ini dikarenakan

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Perlindungan Hukum Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
hal.139. Dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari
Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Bandung,1986, hal.58



akibatmulai dari kebutuhan yang meningkat akan transportasi umum untuk
mengerjakan latihan mereka untuk membuat hubungan yang berguna secara umum
antara organisasi pembiayaan dan daerah setempat yang mengajukan kredit. 2
Organisasi pembiayaan yang tersedia kapasitasnya sebagai organisasi yang salah
satu model pembiayaannya dilakukan oleh organisasi moneter. Organisasi yayasan
pembiayaan ini ada di sini, karena kredit bank tidak dapat mengatasi semua masalah
lokal dengan cepat, sehingga orang menggunakan opsi kredit di organisasi keuangan
pelanggan. 3 Sewa adalah suatu gerakan pembiayaan sebagai pengaturan produk
modal, baik sewa dengan hak alternatif (sewa uang) maupun sewa usaha tanpa hak
pilihan (sewa kerja) untuk dimanfaatkan oleh penduduk dalam jangka waktu
tertentu. mengingat angsuran dalam porsi. Menyewa adalah gerakan pembiayaan
yang diselesaikan oleh organisasi rekening (lessor) dengan individu / bisnis visioner
(residen) dan juga telah bekerja sama dengan penyedia / penjual, melalui
penyediaan barang modal baik dengan menyewa dengan hak Alternatif (Uang
Sewa) atau menyewa. untuk bisnis tanpa hak Alternatif (Sewa Kerja),
pemanfaatannya adalah penyewa untuk jangka waktu tertentu yang bergantung pada
angsuran sesekali. * Pasal 1313 KUHP menyatakan bahwa pengaturan adalah
demonstrasi yang dilakukan oleh satuorangatau lebih lagi yang telah mengikatkan

diri dengan paling tidak satu individu, mulai dari kejadian ini ada keterkaitan antara

2Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal.1

3Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring,
Modal Ventura, Pembiyaan Konsumen, Kartu Kredit), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

4 Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 144



dua individu yang disebut komitmen dan pengertian ini sebagai perkembangan kata-
kata yang mengandung jaminan atau tanggung jawab yang telah disepakati atau
tersusun. °> Secara yuridis, pengakuan yayasan pembiayaan pembeli di Indonesia ini
menarik sejak dikeluarkannya Pernyataan Resmi Nomor 61 Tahun 1988 tentang
Organisasi Pembiayaan, yang secara penuh bermaksud memiliki pilihan untuk
membantu perkembangan moneter masyarakat, salah satunya adalah menangani
masalah kekayaan publik. Hal ini jelas dapat ditemukan pada klarifikasi poin a,
yang diartikan sebagai: bahwa untuk membantu perkembangan moneter, cara
pemberian aset yang dibutuhkan oleh daerah harus diperpanjang sehingga tugasnya
sebagai sumber perbaikan keuangan akan bertambah. ©

Di negara Indonesia, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang saat ini
telah menjadi dasar hukum pelaksanaan otorisasi undang-undang yang berkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penjaminan Pembeli,
terdapat pedoman yang menggarisbawahi bahwa setiap pembeli harus mendapatkan
setiap hak istimewanya. dan sertifikasi sehubungan dengan asuransi pembeli dapat
menjadi pertimbangan yang memadai karena sebagai pelanggan harus mendapatkan
keamanan dari pertukaran palsu yang berbeda diberikan pilihan untuk mendapatkan
data yang jelas dan seharusnya hak untuk tidak di diskriminasi dan menjamin

keselamatan konsumen. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan

5 Anita Theresia Tjoeinata, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing
.https://core.ac.uk/download/pdf/235047304.pdf Jurnal IImiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3
No.l. (2014): hal.1-3

®Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988




konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, didalam fungsinya
Badan Perlindungan Konsumen ini berfungsi untuk memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen.’Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati “Setidak-tidaknya
terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen,
yaitu keterbatasan sumber daya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang,
bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang
mencekik”.8Dalam tindakan penyitaan barang milik konsumen pasti ada peran jasa
yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector). DebtCollector dapat disebut
sebagai pihak ketiga yang membantu lembaga pembiayaan guna menyelesaikan
suatu kredit yang sedang bermasalah yang tidak bisa diatasi oleh lembaga
pembiayaan itu sendiri.’Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan
yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana,
serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang
melakukannya. ° Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukumpidana
adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan

umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana suatu

" Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, Citra Aditya, Bandung, 1998, Hal. 250.

8Rilis Pers, ”Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di jalan melanggar pidana”,
Berita Bali. Com,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/201807230013/marak  nya-
penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan-melanggar-pidana/ .Denpasar, 23 Juli 2018. Undang
— Undang Perlindungan Konsumen pasal 31,pasal 33

°® ALA NgrGde Oka Mahajaya, “Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan
pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan diKota Denpasar”,
file:///C:/Users/hp/Downloads/40362-1033-81962-1-10-20180629.pdf

OMuchsin, Ikhtisar IImu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006 Hal.84
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penderitaan.!!Kementerian Keuangan sudah menerbitkan peraturan yang melarang
menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit pembayaran
(Peraturan Menteri Keuangan No0.130/PMK.010/2012) tindakan yang sudah
dilakukan oleh pihak leasing melalui Debt Collector yang mengambil secara paksa
kendaraan seperti, kunci motor maupun STNK dapat dikenakan sanksi
pidana. ' Usaha leasing dilndonesia mulai tahun 1974 dengan adanya Surat
Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/1V/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974,
dan No. 30/Kpb/1/74, tertanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
4/KMK/013/1991, lembaga ini kemudian diberi nama resmi “Sewa Guna
Usaha”.*Penagihan kredit yang dilakukan ognum Debt Collector terhadap nasabah
jika tidak sesuai dengan SOP dapat mengakibatkan suatu perbuatan tindak pidana
pencurian. Tindak pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi
:“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

“Dhanisiwara K Harjono, Pemahaman Ilmu Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, Hal. 3.

L2Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006 Hal.216-

217

BRilis Pers,”Maraknya penarikan kendaraan oleh Debt Collector di Jalan Melanggar pidana”,
Berita Bali.Com,,https://www.news.beritabali.com/read/2018/07/23/201807230013/maraknya-
penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-jalan-melanggar-pidana/.Denpasar, 23 Juli 2018.
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diancam karena pencurian, dengan pidana penjarapaling lama lima tahun atau denda
paling banyak enam puluh rupiah”*

Selain tindak pencurian hal yang dilakukan oleh ognum DebtCollector juga dapat
dikategorikan sebagai perampasan sebagaimana diatur didalam pasal 368 KUHP.%®
Salah satu contoh kasus perampasan yang dilakukan oleh Debt Collector yaitu pada
kasus yang terjadi di Bogor pada tanggal 12 Maret 2020 dengan laporan polisi
nomor LP/B/168/1V/2020/RES BGR dalam laporan tersebut tertulis perkara tindak
pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan menyita barang yang sudah
dilakukan oleh pihak Debt Collector tersebut merupakan suatu tindakan yang salah
karena dapat memunculkan permasalahan yang baru tindakan tersebut dapat
dikatakan menyelasaikan masalah hukum namun terperangkap didalam masalah
hukum yang lebih berat lagi. Dituliskan dalam Undang- Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu didalamnya terdapat asas dan tujuan pada
pasal 2 yang menerangkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum.

Selain pasal 2 ada tambahan pasal 3 yang menjelaskan tujuan keamanan pembeli,
sasaran jaminan pembeli adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kebebasan pembeli untuk memastikan

diri mereka sendiri.

14pasal 362 KUHP
15pasal 368 KUHP



2. Meningkatkan ketenangan pembeli dengan menghindari penggunaan barang
dagangan dan / atau administrasi yang berlebihan secara negatif.

3. Memperluas penguatan pembeli dalam memilih, memutuskan, dan meminta
keistimewaannya sebagai pembeli untuk membuat kerangka jaminan pembeli
yang berisi komponen kepastian hukum dan wahyu data serta penerimaan data.

4. Menyoroti masalah para pelaku bisnis tentang pentingnya asuransi pelanggan
dengan tujuan agar disposisi yang sah dan cakap dapat terisi dalam bekerja
bersama.

5. Meningkatkan sifat barang dagangan dan / atau administrasi yang menjamin
koherensi masalah pengiriman produk dan / atau administrasi, kesejahteraan,
hiburan, keamanan dan kesejahteraan pembeli.®
Dari asas dan tujuan tersebut sudah terlihat bahwa memang benar ada ketentuan

hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia melalui Badan

Perlindungan konsumen Nasional yang diatur didalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen

Nasional.Pada pasal 3 BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan

Konsumen di Indonesia.Mengenai keanggotaan BPKN ini sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 terdiri dari unsur:

A. Pemerintah

B. PelakuUsaha

18Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999



C. LPKSM

D. Akademisidan

E. Tenaga ahli.t’

Banyak sekali lubang permasalahan yang dilakukan ognum Debt Collector ini
yang juga salahsatunya masalah pertanggung jawaban pidana pihak leasing dan
penarikan jaminan fidusia oleh Debt Collector berdasarkan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.'8

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
skripsi ini dengan judul perlindungan hukum terhadap debitur yang kendaraannya

yang diambil paksa oleh leasing.

B. Rumusan Masalah
1. Apa penyebab terjadinya pengambilan paksa kendaraan oleh perusahaan
leasing?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang kendaraannya diambil

paksa perusahaan leasing?

PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor4 Tahun2019
18Undang-UndangJaminanFidusiaNomor 42 Tahun 1999



C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang diharapkan, demikian juga
dalam penulisan skripsi ini.Adapun mengenai tujuan yang ingin hendak dicapai
diantaranya:

1. Dapat menjelaskan dan menganalisis penyebab tindakan yang dilakukan pihak
leasing dalam pengambilan paksa atas suatu barang dapat dikatakan sebagai
tindak pidana.

2. Dapat menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur
yang dilakukan oleh Debt Collector yang sudah melakukan tindak pidana

pengambilan barang yang menjadi objek leasing.

D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan, begitu juga
dalam penulisan skripsi ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai diantaranya :
1. Manfaat Teoritis
A. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan
yang sangat beharga sehingga dapat menambah wawasan penulis/pembaca.
B. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan serta
sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu
hukum, terutama ilmu hukum pidana mengenai leasing dengan berbagai

permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.
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2. Manfaat Praktis
A. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran
tanggung jawab yang jelas mengenai lesse dalam permasalahan leasing.
B. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan lesse
agar tidak mudah dalam menyita barang milik masyarakat karena sudah

banyak pidananya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari semakin luasnya pembahasan dalam menjawab segala
permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis
hanya membatasi segala hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum
terhadap nasabah kredit/leasing kendaraan yang diambil paksa oleh leasing dan

segala kendala-kendala yang dihadapi dalam permasalahan ini.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Didalam hakekatnya manusia diciptakan oleh sang maha pencipta
TuhanYang Maha Esa (YME) untuk mendapatkan berbagai hak dasar
diantaranya hak mendapat perlindungan, hak untuk hidup, kebebasan dalam
berpendapat dan berbagai hak-hak yang melekat pada diri manusia. Ada

istilah perlindungan hukum sering dikenal dengan legal protection, selain itu
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ada juga didalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts Bescherming.Selain
istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dan Belanda ada juga
istilah perlindungan hukum secara etimologi yaitu perlindungan hukum
terdiri dari 2 suku kata yakni perlindungan dan hukum. Tetapi ada juga arti
perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan
hukum sebagai tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses,
cara, serta perbuatan melindungi.®

Pengertian  perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo
mengemukakan perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang sudah dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati
segala hak yang diberikan oleh hukum.?

Sehingga dalam berdasarakan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang dapat
melindungi segenap hak setiap manusia yang dilanggar dengan dilakukan
oleh pemerintah melalui semua aparatur penegak hukum dengan segala cara
tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna

terpenuhnya segala hak bagi setiap warganegara.

1%Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web. d/perlindungan Diakses
pada tanggal 29 Agustus 2020
25atijipto Raharjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hal. 53
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2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) yang telah diatur didalam pasal 1313 yaitu berbunyi : “Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Adupun syarat sahnya
suatu perjanjian diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata ialah adanya
kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.?! Adapun yang dimaksud dengan
cakap ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang sebagaimana
telah diatur didalam pasal 1330 KUH Perdata sudah diatur pihak mana saja
yang boleh malakukan suatu perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud ialah
seseorang yang sudah dewasa dan sudah berumur 21 tahun. Namun
sebaliknya adapula seseorang yang dianggap tidak cakap yaitu seseorang
yang belum dewasa, seseorang yang dibawah pengampuan misalnya gila
atau cacat.??

Adapun yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal ialah tidak
boleh memperjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun
dilarang oleh undang-undang hal ini terdapat didalam pasal 1337 KUH

Perdata.?®

21pasal 1320 KUH Perdata
2pgsal 1330 KUH Perdata
23pasal 1337 KUH Perdata
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3. Teori Pemidanaan
Perbuatan salah merupakan respon atas delik (disiplin) sebagai
kesusahan yang sengaja disampaikan (karakter negatif) oleh negara terhadap
pihak yang bersalah. Kebahagiaan hanyalah sebuah tujuan yang sekarang
paling dekat, namun bukan sebuah tujuan yang telah dicoba sesuai dengan
pengerahan instruksi (pengobatan). Ada beberapa spekulasi pidana yang
dapat dijadikan alasan negara melakukan perbuatan salah, hipotesis
pidananya adalah:
1. Teori Pembalasan (Teori Absolut / Retributive / Vergelding theorieen).

Hipotesis pembalasan ini adalah hipotesis yang melegitimasi disiplin
karena seseorang telah melakukan demonstrasi kriminal. Hipotesis
tertinggi menginstruksikan bahwa premis suatu disiplin harus dianggap
sebagai "kontra atau penghargaan” (vergelding) terhadap individu-
individu yang mengajukan demonstrasi jahat.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif / Utilitarian / Doeltheorieen).

Hipotesis sasaran adalah hipotesis yang melegitimasi disiplin yang
bergantung pada alasan disiplin, khususnya untuk jaminan wilayah
setempat atau penangkal kesalahan. Berkenaan dengan perbedaan antara
beberapa hipotesis, termasuk hipotesis objektif, terletak pada cara
mereka mencapai tujuan dan mensurvei manfaat dari kesalahan.

3. Teori Gabungan (Vireningingstheorieen)
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Dalam hipotesis terkonsolidasi, hubungan fundamental antara
hipotesis tertinggi dan hipotesis relatif digabungkan menjadi satu.
Dalam hipotesis ini premis yang sah saat ini terletak pada kesalahan
yang sebenarnya, yaitu balas dendam atau siksaan tertentu. Seperti yang
ditunjukkan oleh hipotesis ini, alasan ketidaknyamanan dari suatu
kesalahan dapat ditemukan sejaun komponen pembalasan dan
selanjutnya untuk mengatasi pelanggar hukum, yang menyiratkan
bahwa premis disiplin terletak pada kesalahan dan motivasi di balik

kesalahan yang sebenarnya.?

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti
untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat memberikan suatu gambaran
rancangan penelitian.® Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi
ini ialah :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah jenis

penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif

2+ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju
Keadilan Restoratif. Jurnal Negara Hukum. Vol.7 (No0.1)2016 hal.74-76. Diakses pada Website
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/923/542Senin, Tanggal 21 September 2020
Pukul 12.09 WIB

% Anwar Hidayat Online,  https://wwuw.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-
metodologi- penelitian.html. Diakses pada 29 Agustus 2020
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ialah penelitian yang berdasarkan dari undang-undang dan sumber hukum
lainnya.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialahpendekatan
Perundang-undangan (statute approach). % Pendekatan perundang-undangan
yang terdapat didalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan terhadap Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen pasal 31 pasal 33, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Undang-
Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
3. Jenis Dan Sumber Bahan
A. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang berupa peraturanperundang-undangan.
B. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks para ahli, maupun

berbagai jenis jurnal hukum dan lain sebagainya.?’

% Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
2004, hal. 134.

27 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Prenadademia Group, Depok, 2016, hal. 173.
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C. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang berupa penjelasan dari kedua bahan tersebut
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dari
media internet, majalah, maupun surat kabar.
4. Teknik Pengumpulan Bahan
Teknik pengumpulan bahan dari penelitian ini dengan melakukan studi
kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai
jurnal, buku-buku, karya ilmiah internet dan sumber hukum lainnya.
5. Analisis Bahan
Setelah semua bahan hukum telah didapat dan telah terkumpul, selanjutnya
akan dilakukan perspektif analisisakan diselesaikan berdasarkan analisis yang
bertitik tolak dengan bahan-bahan yang telah diperoleh dengan berbagai
ketentuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah semua ketentuan
tersebut dapat dihubungkan dengan segala masalah yang telah ada lalu lakukan
proses editing dan dilakukan penarikan kesimpulan. Semua ini bertujuan untuk
mendapatkan suatu gambaran yang dapat diperbaharui dengan baik.
6. Penarikan Kesimpulan
Dalam merumuskan suatu kesimpulan dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Metode penarikan

kesimpulan deduktif merupakan suatu metode penarikankesimpulan yang awal
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mulanya bersifat umum terlebih dahulu lalu akan menjadi bersifat khusus demi
tercapainya berbagai tujuan yang diinginkan olehpenulis.?

SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan teori ini akan disusun secara metodis yang terdiri dari empat bagian, dengan

seluk-beluk yang menyertainya :

BAB | PENDAHULUAN . Terdiri dari landasan, definisi masalah,
tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistem
hipotetis, dan strategi pemeriksaan untuk
penyusunan postulasi ini.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA . Terdiri dari survei tertulis yang akan
mengklarifikasi sistem hipotetis masalah
yang dibicarakan..

BAB Il PEMBAHASAN . Pembicaraan  tentang  penggambaran
konsekuensi dari kegiatan pemeriksaan
yang diselesaikan oleh pihak yang
menyewa secara paksa menerima suatu hal
sebagai demonstrasi kriminal dan mengkaji
jenis persetujuan pidana yang dilakukan
oleh otoritas wajib yang telah melakukan
demonstrasi kriminal pengambilan produk
yang adalah objek sewa.

BAB IV PENUTUP : Menutup susunan postulasi yang memuat
tujuan dan gagasan pencipta tentang

persoalan yang diteliti dalam proposal ini.

ZAmirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, hal 18.
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